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penjinakan bom, tugas-tugas SAR hingga tugas-tugas operasi Internasional. Gegana
sebagai pasukan inti Polri mempunyai wilayah kerja diséluruh Republik Indonesia.
Dalam keanggotaanya pun tidak terbatas hanya kaum laki—laki saja tetapi juga tenaga-
tenaga wanita yang terampil dan handal dibutuhkan puia untuk memperkuat barisan
Gegana Polri.

Nama Gegana berasal dari kata Gheghono merupakan bahasa sansekerta yang
berarti awang—awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan
Anti Pembajakan Pesawat Udara (Atbara), saat peresmian satuan Gegana diresmikan
pula penggunaan pakaian khusus Gegana yang berwarna hitam dan pada acara tersebut
dihadiri pula oleh komandan pasukan khusus anti terror Jerman namun pada saat
peresmian tersebut 2 (Dua) orang anggota Gegana harus kehilangan tangannya karena
ledakan bom saat pelaksanaan peragaan.

Awal mulanya lambang Gegara bukanlah burung walet namun kilat yang
merupakan lambang Ranger namun pada saat Jenderal Polisi (Purn) Almarhum Anton
Soedjarwo menjabat sebagai Kepala kepclisian Negara Republik Indonesia maka
lambang Gegana dirubah menjadi Walet Hitam yang melambangkan sifat fisik dan
mental anggota Gegana yang kuat dan kokoh dalam menghadapi hujan/ panas tanpa
kenal lelah dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Hilangnya nyawa manusia karena tindakan sekelompok orang yang tergabung
dalam aksi terorisme, dan apapun alasannya merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan.Sebab hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh

i hiiSiE RHERAIS 3G devupRIEd bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat

Document Accepted 19/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin 'A%k%%?ﬁ%?#ﬁ%%é{g?y uma.ac.id)19/8/24



Roy Fernando. P - Analisis Hukum terhadap Peranan Gegana (Polri) dalam.... 6

ditawar lagi (non derogable rights). Dengan pengertian lain bahwa hak untuk hidup
mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak hidup, maka tidak ada
hak-hak asasi lainnya. Jadi, hak hidup merupakan hak paling utama dimana setiap
orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk
menghilangkan hak hidup yang lain melalui tindakan terorisme. Akan tetapi
ditentukan sanksi pidana mati (menghilangkan nyawa) pelaku terorisme yang
terpidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT) bahwa sanksi pidana mati dalam tindak
pidana terorisme dibuat karena tindakan terorisme jelas telah melecehkan nilai
kemanusiaan secara luas, martabat, dan norma agama. Terorisme juga telah
menunjukan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.

Tindakan terorisme erat kaitannya dengan pelanggaran atas hak-hak hidup
manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechistaaf) memiliki kewajihan
untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan negara
terhadap warga negaranya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan
hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai melatui
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme (selanjutnya disebut UUPTPT).

UUPTPT merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi sebuah Undang- Undang

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).
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Pada bagian konsideran dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UUPTPT)
disebutkan bahwa:

Uniuk' memulinkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk
memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi
permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka
dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan
nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Pasal 1 Angka 1 UUPTPT mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan
tindak pidana terorisme adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang ini”. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa mang lingkup tindak pidana
terorisme menurut UUPTPT sangat luas tidak mencakup pada satu aspek saja
melainkan banyak hal yang diatur dalam UUPTPT tersebut. Misalnya setiap perbuatan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUPTPT yaitu:

1. Terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik
Indonesia.

2. Terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat
kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;

3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik

UNIVEds1gAS miglgaukanresuatu atau tidak melakukan sesuatu;
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Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.
Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna
dari judul» skripsi penuﬁs adalah tentang peranaﬁ yang diberikan kepada Detasemen
Gegana Sat Brimob Polda Sumut sebagai salah satu unsur kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan
dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepelisian
oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat
yang rumit.

Akan tetani menielmanya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak
tergantung kepada teori yang menghalaikannya ataupun kepada pengakuan.
Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan
kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-
persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum
yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur
secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik

serta melaksanakan koordinasi dan pengawacan terhadap penyidik pegawai negeri
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Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan
pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya
tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketentéraman masyarakat guna terwujudnya
keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana,
apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini
ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU Ne. 2 Tahun 2002
tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan
sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak
pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284
ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan
selama Polri belum siap.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judnl sknps: ini
adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob
Poida Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui kendala dari kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat

Brimob Polda Sumut dalam penanggrlangan iindak pidana terorisme.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

UNIVERSITASE ppkaARFyang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di
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2. Bagaimana peranan kepolisian khususnya Detasemen GeganaSat Brimob Polda”

3.

Indonesia, khususnya di Sumatera Utara?

Sumut dalam penanggulangan tindax pidana ierciisme?
Bagaimana kendala dari kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob

Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1.

(9%

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia,
khususnya di Sumatera Utara adalah kurang meratanya keadilan dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat.

Peranan kepoiisian khususiuya Detasemen Gegana Sat Brimob Pelda Sumut datain
penanggulangan tindak pidana terorisme mempunyai fungsi yang cukup dalam
penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat
penegak hukum yang berwenang melakukan antisipasi dan tindakan dini terhadap
hal-hal yang berindikasikan kejahatan terorisme.

Kendala dan kepolisian khususnya Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut
dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sumber daya manusia
kepolisian serta sarana dan prasarana penindakan penanggulangan tindak pidana

terorisme.
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BABII

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Ruang Lingkup dan Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan
pengertien polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentarg Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian ad’alai; segala hal ikhwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga-polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah
lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan
oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13
Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.
Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20
Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-
Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut
Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam
sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan
Bersenjata RepuBlik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional
Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan

bersenjata lainnya.

B. Tugas, Peranan dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa
tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan
Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali
pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang
tersebut sebagai berikut :

Pasal 13 Undang-Undang No. Z Tahun 2002 tentang Xepolisian Negara
Republik Indonesia menjelaskan:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum dan,
¢. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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03

Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

Menyelenggarakan segala kegiatan daiam menjamin keamapan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan,

Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum, aasional,

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan dan pefnbinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa,

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan periolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

UNIKERMeEmbikBANpARFAnan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya
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3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di
samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya,
individu anggota Polri masih menunjukkan perilaju-perilaku negatif dalam pemberian
layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan {(abuse of power).

a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,

b. Penuntutan imbaian materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery).

a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan
permintaan iayanan/pertolongan atan penegakan hukum tanpa alasan yang
tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,

b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak
memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi
dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan

penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

UNIVIERSITA VU MEmaNJA&Ew No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :
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(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,

b.

Lt}

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum,

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecaharns atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif

kepolisian,

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka kepolisian
dalam rangka pencegahan.

Meiakukan tindakan pertama di tempat kejadian,

Mengambil sidik jari dan identitas iainnya serta memotret seseorang,

Mencari keterangan dan barang bukti,

Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat,

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

UKAVERSOHABuM BfeehraRRgpublik Indonesia sesmai dengan peraturan perundang-
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undangan lainnya berwenang

a.

memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya berwenang :

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan
senjata tajam,

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengan;anan,

Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,

Melakukan keriasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional,

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,

Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional,

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

UNIVERSA T kb1 A dengan Peraturan Pemerintah.
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kejahatan yang telah dimaksud oleh si pelaku untuk ia lakukan”.
Teori subjektif. Dalam hal ini, permulaan pelaksanaan dihubungkan dengan niat
yang mendahuluinya (permulaan pelaksanaan tindakan dari niat). Kesimpulan dari
teori ini adalah, seseorang dikatakan melakukan percobaan oleh karena orang
tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat
ataupun yang bersifat berbahaya.
Teori objektif. Permulaan pelaksanaan dalam teori ini dihubungkan dengan
pelaksanaan tindakan dari kejahatan. secara nyata. Yaitu apabila dalam delik
formil: jika tindakan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang. Sedangkan dalam delik materiil: tindakan tersebut langsung
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Van Bemmelen memberi
pendapat mengenai permulaan pelaksanaan yaitu “...permulaan pelaksanaan harus
merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri dau bukan hanya
permulaan pelaksanaan dari niat”.>* Dengan demikian dapat kita simpulkan, yang
meniadi t1t1k ukur teori ini mengenai permulaan pelaksanaan adalah kapan
peristiwa kejahatan itu nyata terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.

¢. Gagalnya atau tidak selesainya tindakan pelaku tindak pidana adalah di luar
kehendak pelaku tindak pidana. Yang tidak selesai itu kejahatan, atau kejahatan
dalam undang-undang, atau tidak sempurmna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan

menurut rumusannya. Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang—undang nomor 15 tahun
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dan kolektif biasa dilaksanakan secara sembunyi- sembunyi, sedangkan terorisme
yang dilakukan oleh negara dilakukan secara terang-terangan dan dapat diliha dengan
kasat mata.

Terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu bentuk kejahatan
yang tergolong sangat istimewa. Sebab negara adalah suatu organisasi besar yang
dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur,
melindungi, dan menyejahterahkan kehidupan rakyat secara material meupun non-
metrial. Oleh karena itu, tatkala negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat
dalam tindakan kriminal secara vertikal, horisontal, regional, nasional maupun
internasional, maka otomatis rakyatlah yang menjadi korban. Sejumlah negara sering

disebut-sebut sebagai state terorism, seperti lybia dan Israel misalnya.

D. Faktor-Fakéer Terjadinya Tindak Pidana Terorismc

Terorisme pertama muncul di Cina 400 tahun yg lalu sebagai suatu bentuk
strategi dagang di mana kekerasan digunakan sebagai upaya untuk mengintimidasi
lawan bisnisnya. Tapi terorisme pertama digunakan sebagai alat politik pada saat
Revolusi Prancis di mana negara menggunakan kekerasan untuk melenyapkan pihak-
pihak yang mengoposisi jalannya pemerintah pada saat itu.

Di abad 21 ini, terorisme muncul dalam bentuk baru dengan tujuan dan modus
yang berbeda dengan terorisme yang terdapat di masa lalu. Faktor yang menyebabkan
terjadinya terorisme kontemporer tersebut muncul di masa kini meliputi:
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1. Modernitas. Di era yg serba modem ini ironisnya terdapat suatu paradoks di mana
di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengalami
suatu bentuk kehampaan di dalam jiwanya. Karena itulah manusia berusaha
mencari jalan keluarnya lewat ajaran agama. Hal inilah yang menyebabkan
munculnya sekelompok orang yang menganut paham fundamentalis.

Kaum fundamentalis adalah orang-orang yang menginginkan agar manusia
menjalankan agama sesuai dengan esensi aslinya (fundamen), apa adanya seperti
apa yang tertulis di kitab suci tanpa adanya penafsiran atau pemaknaan yang
disesuaikan dengan kehidupan masa kini. Mereka berpikir bahwa
penafsiran/pemaknaan itulah yang menyebabkan penyelewengan ajaran agama yg
kemudian menyebabkan kehampaan di dalam hidup. Mereka tidak memahami
aspek historis dan filosofis di balik teks dan mereka juga tidak menyukai dialog.
Hai inilah yang kemudian menyebabkan mereka menganut paham keras/radikal.
Mengenai kaum fundamentalis ini tidak bermaksud memojokkan agama atau
kepercayaan tertentu. Dalam masing-masing agama juga terdapat kaum
fundamentalis dan mereka berusaha menyebarkan kepercayaan mereka dengan
caranya masing-masing. Walaupun sebagian besar teroris yang kita kenal saat ini
mengusung agama Islam, tapi bukan berarti semua umat Muslim menganut paham
fundamentalis.

2. Kapitalis Global, sebuah paham di mana manusia terobsesi oleh kekayaan dan
menganut gaya hidup konsumtif. Kapitalisme memandang manusia secara

UNI%%HE%, MERANAREsia dipandang berdasarkan atribut/fungsi yang melekat,
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selalu dihantui ketakutan- ketakutan akan terorisme. Misalnya, pasca runtuhnya
gedung kembar tuwin tower 2001 di Amerika Serikat yang disinyalir melibatkan
aktivis islam (Islamic movemet) telah memunculkan respon negatif pada dunia
islam. Striotip negatif inilah yang kemudian menjadi modal bagi sebagian pihak
untuk selalu menjustifikasi islam teroris. Implikasinya, mereka senantiasa merasa
risih dan tergangéu atas kehadiran orang muslim (islamofobia), pada sisi yang lain
umat islam sendiri merasa tersinggung dengan senantiasan memperlihatkan reaksi
yang berlebihan dengan menampikan Islam militant.
2. Dampak ekonomis

Tindakan terorisme seringkali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
dengan cara merusak fasilitas publik. Bahkan lebih dari itu, tindakan terorisme
memang acap kali menargetkan tempat-tempat strategis dan sensitive. Sebagai
contch, tragedy 11 scptember 2001 yang meluluh lantakkan gedung kebanggaan
Negara super power di dunia, sekeligus sebagai pusat perdagangan dunia yang
dikenal dengan World Trade Centere (WTC). kejadian itu sungguh telah membuat
kaget mata dunia, mengapa demikian? Karena amerika yang selama ini dikenal
dengan kekuatan meliter dan didukung dengan peralatan yang canggih dalam
waktu seketika dapat dilumpuhkan.

Begitu juga dengan kasus bom Bali “Bali kelabu” yang terjadi pada paruh tahun
2002. Kedua insiden yang telah disebutkan di atas, tentu bukan hanya tindakan

biasa, karena insiden tersebut mampu melumpuhkan roda perekonomian dunia.
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pelaku ekonomi beroprasi disana, belum lagi kerugian yang lain, seperti ribuan
nyawa melayang dalam waktu seketika. hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di
Indonesia ketika kasus pemboman di pulau dewata tersebut.

3. Disintegritasi
Bagi scbagian kelompok munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme
yang syarat dengan upaya perebutan kekuasaan (motif-politik) memunculkan
harapan baru. Akan tetapi pada sisi yang lain merupakan ancaman bagi entitas
yang lain, karena dibalik gerakan tersebut tersirat semangat sektarianisme.
Misalnya, aksi pemboman Gereja-gereia GKPI dan Gereja Katolik di Medan,
rumah Dubes Filipina, dan Peledakan di Kuta Bali serta Peledakan di Kedubes
Australia. Mereka menisbatkan tindakannya sebagai bentuk perjuangan, dan pada
sisi lain tindakan tersebut merupak ekspresi ketidak senangan atas pihak- pihak
sebagaimana target oprasi diatas, lebih-lebih pada aspek agama.
Dengan demikian, Aksi terorisme dengan ragam motifnya akan dapat mengancam
stabilitas politik dan keamananr yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran
pembangunan nasional.

4. Kckosongan kekuasaan (Vacum of power)
“Teror” merupakan sebuah pilihan strategi teroris upaya mencapai kepentingan
politik-nya, dengan meggunakan medium teror mereka menckan lawan politik
dengan memanfaatkan kelemahan negara menjalankan fungsi kontrolnya. Tujuan

akhirnya adalah sebuah kosengnya kekuasan (vacum of power).
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris di Indonesia,
khususnya di Sumatera Utara adalah kurang meratanya pelaksanaan pembangunan
dan kesejahteraan di wilayah Indonesia sehingga masyarakat dengan mudah
dipengaruchi untuk menjadi terorisme.

2. Detasemen Gegana adalah satuan pelaksana pada Satbrimobda, yang bertugas
membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak ganguan kamtibmas
berkadar tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang megunakan senjata api atau
bahan peledak. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas Detasemen
Gegana Brimob menyusun rencana dan program kegiatan Dentasmen Geg o
berdasarkan program kerja Sat Brimobda Sumut dan melaksanakannya se: :
konsisten untuk menjamin tercapai program secara berhasil guna dan berdaya
guna.

3. Peranan Kepolisian khususnya detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sebagai suatu wujud kesatuan
yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen,
anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio akitif) dan dengan
kemampuan khusus tersebut detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut
ditugaskan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
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B. Saran

1.

)

Hendaknya peranan Kepolisian khususnya detasemen Gegana Sat Brimob Polda
Sumut dapat lebin diungkaikan dengan semakin welengkapi sarana dan prasarana
perlengkapan bagi detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut dalam
melaksanakan tugasnya serta membekali setiap tim gegana dengan pelatihan dan
keterampilan penanggulangan terorisme.

Selain melengkapi sarana dan prasarana kepada setiap anggota detasemen Gegana
Sat Brimob Polda Sumut hendaknya juga dapat ditingkatkan kemampuan sumber
daya manusianya dalam pengungkapan kasus terorisme.

Diperlukan langkah-langkah kongkret untuk memerangi terorisme secara
konseptual, terpadu, sistematis dan menggunakan pendekatan yang komprehensif.
Oleh karenanya, semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia
internasicnal hendaknya berpartisipasi akiif dalam mencegali segala tindak
kejahatan, khususnya tindak pidana terorisme. Karena terorisme bukanlah tindak
pidana biasa, di mana jaringannya tidak hanya sebatas regional akan tetapi sudah

mencakup lintas negara.
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